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KERANGKA TEORI DAN
KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN

2.1 Kerangka Teori
2.1.1 Pembangunan Pertanian Berbasis Agribisnis

Program pembangunan pertanian pada hakikatnya adalah rangkaian
upaya untuk memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya sistem
agribisnis dan usaha-usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan,
berkelanjutan, dan desentralistis untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Program pengembangan agribisnis dimaksudkan untuk
mengoperasionalkan pembangunan sistem dan usaha-usaha agribisnis, yang
mengarahkan agar seluruh subsistem agribisnis dapat secara produktif dan
menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya
saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Tujuan
program ini adalah mengembangkan, antara lain: 1) subsistem hulu; 2)
subsistem on-farm; 3) subsistem pengolahan; 4) subsistem pemasaran; dan
5) subsistem penunjang sebagai satu kesatuan sistem yang sinergis. Sasaran
program adalah berkembangnya: 1) semua subsistem agribisnis secara
serasi dan seimbang; dan 2) usaha-usaha agribisnis (Departemen Pertanian,
2001).

Sektor agribisnis merupakan lapangan kerja yang berperan besar
dalam penurunan tingkat pengangguran. Karena itu pengembangan
pertanian sudah seharusnya dipusatkan kepada pengembangan produktivitas
yang dicapai melalui manajemen agribisnis yang ditata dengan baik.
Agribisnis mencakup keseluruhan perusahaan yang terkait dengan kegiatan
usahatani dan pemasarannya sehingga produksinya sampai pada konsumen
akhir. Agribisnis meliputi seluruh sektor bahan masukan usahatani, terlibat
dalam proses produksi, dan pada akhirnya menangani pemprosesan,
penyebaran, penjualan secara borongan dan enceran produk kepada

konsumen akhir. Agribisnis merupakan sektor perekonomian yang
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menghasilkan dan mendistribusikan masukan bagi pengusahatani,
memasarkan, dan memproses serta mendistribusikan produk usahatani
kepada pemakai akhir (Gumbira-Sa’id, E. dan L. Febriyanti, 2005).

Dimasa lalu, sebagian rakyat kita berada pada mata rantai yang
memberikan nilai tambah kecil (pertanian primer) dalam keseluruhan
kegiatan ekonomi yang berbasis pertanian, mulai dari industri hulu hingga
hilir, sehingga wajar jika pendapatan petani kita rendah. Sementara mereka
yang menguasai mata rantai kegiatan ekonomi yang memberikan nilai
tambah terbesar seperti industri hulu dan hilir pertanian beserta kegiatan
perdagangannya, mampu berkembang dan menjadi konglomerat besar. Oleh
sebab itu kita perlu memperkuat ekonomi rakyat agar mampu merebut nilai
tambah yang besar. Menurut Bungaran Saragih (2001b) dalam upaya
penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat
keharusan (necessary condition). Industrialisasi menjamin iklim makro
kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada
pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian. Untuk penguatan ekonomi rakyat
secara riil, diperlukan syarat kecukupan (sufficient condition) berupa
pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah
yang tercipta pada setiap mata rantai ekonomi dalam industrialisasi pertanian.

Lebih lanjut Bungaran Saragih (2001a) menyatakan, cara yang paling
efektif dan efisien untuk memberdayakan ekonomi rakyat adalah
mengembangkan kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan kehidupan
ekonomi sebagian besar rakyat yaitu sektor agribisnis. Dengan perkataan
lain, pembangunan ekonomi nasional yang memberikan prioritas pada
pengembangan sektor agribisnis merupakan syarat keharusan bagi
pemberdayaan ekonomi rakyat, bahkan pemberdayaan ekonomi nasional.
Saat ini sektor agribisnis Indonesia memungkinkan untuk mampu bersaing
guna merebut peluang pasar pada era perdagangan bebas. Di luar sektor
agribisnis, bukan hanya sulit bersaing tetapi juga tidak mampu
memberdayakan ekonomi rakyat. Pemihakan kebijakan pemerintah pada
pengembangan sektor agribisnis di level makro perlu disertai dengan upaya
mikro agar manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat. Pengalaman
lalu menunjukkan bahwa kontribusi yang besar sektor agribisnis dalam
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perekonomian nasional ternyata tidak diikuti peningkatan pendapatan petani
yang memadai. Oleh karena itu, dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat,
keberpihakan pada pembangunan sektor agribisnis secara nasional perlu
disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat
pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat.

Pembangunan pertanian yang dipusatkan di pedesaan yang berbasis
agribisnis harus dapat meﬁgurangi ketimpangan antara desa dan kota. Salah
satu konsep yang pernah dikemukakan oleh Friedmann. J dan Mike Douglass
dalam Almasdi Syahza (2004) adalah pengembangan agropolitan. Dalam
konsep tersebut dikemukakan bagaimana cara mempercepat pembangunan
di pedesaan dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Untuk itu hal yang perlu
dilakukan adalah: Pertama, merubah daerah pedesaan dengan cara
memperkenalkan unsur-unsur gaya hidup kota (urbanism) yang telah
disesuaikan pada lingkungan pedesaan tertentu. Bentuk ini tidak lagi
mendorong perpindahan penduduk desa ke kota. Menanam modal di
pedesaan merupakan salah satu cara menekan urbanisasi dan merubah
tempat permukinan di desa menjadi suatu bentuk campuran yang dinamakan
agropolis atau kota di ladang.

Kedua, memperluas hubungan sosial di pedesaan sampai keluar
batas-batas desanya, sehingga terbentuk suatu ruang sosio-ekonomi dan
politik yang lebih luas (agropolitan district).

Ketiga, memperkecil keretakan sosial (social dislocation) dalam
proses pembangunan, yaitu: memelihara kesatuan keluarga, memperteguh
rasa aman, dan memberi kepuasan pribadi dalam membangun masyarakat
baru.

Keempat, menstabilisasikan pendapatan desa dan kota. Memperkecil
perbedaannya dengan cara memperbanyak kesempatan kerja yang produktif
di pedesaan, khususnya memadukan Kkegiatan pertanian dengan
nonpertanian dalam lingkungan masyarakat yang sama.

Kelima, menggunakan tenaga kerja yang ada secara lebih efektif
dengan mengarahkan pada usaha-usaha pengembangan sumberdaya di tiap-

tiap agropolitan district, termasuk peningkatan hasil pertanian.
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Keenam, merangkai agropolitan district menjadi jaringan regional
dengan cara membangun dan memperbaiki sarana hubungan antara
agropolitan district dengan kota.

Ketujuh, menyusun suatu pemerintahan dan perencanaan yang sesuai
dengan lingkungan, sehingga dapat mengendalikan pemberian prioritas
pembangunan serta pelaksanaannya pada penduduk daerahnya.

Kedelapan, meriyediakan sumber-sumber  keuangan  untuk
membangun agropolitan dengan cara: a) menanam kembali bagian terbesar
dari tabungan setempat di tiap-tiap distrik; b) mengadakan sistem bekerja
sebagai pengganti pajak bagi semua anggota masyarakat yang telah dewasa,
c) mengalihkan dana pembangunan dari pusat-pusat kota dan kawasan
industri khusus untuk pembangunan agropolitan; dan d) memperbaiki nilai
tukar barang-barang yang merugikan antara petani dan penduduk kota agar
lebih menguntungkan petani.

Bagi pemerintah Indonesia, pembangunan pedesaan selama ini
mengacu kepada pembangunan sektor pertanian dan kemudian
dikembangkan dalam bentuk agribisnis. Pembangunan pertanian yang
dikembangkan dalam bentuk skala besar selama ini adalah subsektor
perkebunan yang salah satunya menjadi komoditi unggulan adalah kelapa
sawit. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kelapa sawit dapat
memberikan pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan tanaman lainnya.

Hasil penelitian Elpawati (2000) bagi petani peserta pola PIR, petani
kelapa sawit sudah berada pada kategori sejahtera. Untuk itu diperlukan
pembinaan dan pengembangan usahatani di sekitar areal pola PIR untuk
mempercepat difusi teknologi dan mencegah terjadinya kesenjangan
teknologi antara petani PIR dengan petani non PIR. Untuk mendukung
pengembangan usahatani tersebut, Juraemi (2003) mengungkapkan perlunya
dikembangkan subsistem pengolahan dan pemasaran yang akan
memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani kelapa sawit.
Untuk itu perlu dikembangkan industri hilir yang berbasis kelapa sawit di
daerah pedesaan. Menurut Wiwik Suhartiningsih  (2003), untuk
pengembangan agroindustri berbasis kelapa sawit di Indonesia periu

dilakukan deregulasi dalam industri kelapa sawit. Untuk berinvestasi industri
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kelapa sawit di Indonesia selama ini, investor harus melewati 17 lembaga di
pusat dan 27 lembaga di daerah. Hal ini akan menambah biaya perizinan bagi
investor. Di Malaysia investor hanya berhubungan dengan Malaysian Palm
Oil Board (MPOB). Lebih lanjut Wiwik Suhartiningsih menganjurkan
sebaiknya di Indonesia dibentuk /ndonesia Palm Oil Board (IPOB). Dengan
adanya dukungan industri pengolahan kelapa sawit di daerah yang
berpotensi, maka diharapkan akan dapat menciptakan nilai tambah dan
multiplier effect ekonomi.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Imron Zahri (2003), yaitu
perlunya peningkatan pembinaan dan kinerja kelembagaan seperti koperasi
dan kelompok tani. Perlu perbaikan pola kemitraan sesuai dengan prinsip-
prinsip kemitraan, pengembangan kemitraan dengan manajemen koperasi,
dan pemberian lahan minimal 2 ha per rumah tangga petani, agar petani
dapat hidup layak. Dari sisi lain Juraemi (2003) menyarankan untuk
dilakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan konsep-konsep baru
dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit yang mampu
memberdayakan petani di daerah pedesaan.

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996), pembangunan pédesaan
harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya.
Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain
saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan,
yaitu: Pertama, memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini
diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi
dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa;
Kedua, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki
dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan
daya saing; Ketiga, pembangunan prasarana di pedesaan. Untuk daerah
pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak,
karena prasarana perhubungan akan memacu ketertinggalan masyarakat
pedesaan; dan keempat, membangun kelembagaan pedesaan baik yang
bersifat formal maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh
pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu

perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan.
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2.1.2 Kesenjangan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi yang kita pacu selama ini belum mencerminkan
distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi
yang tinggi ini hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti
masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran
mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Masih terjadi kesenjangan
(disparitas) terutama antar daerah dan sektor serta antar golongan
masyarakat. Kesenjangan antar daerah ini paling menyolok adalah antara
daerah pengembangan kawasan industri dengan kawasan pengembangan
pertanian. Daerah pengembangan pertanian tersebut mata pencarian pokok
masyarakatnya hanya bergantung kepada pemanfaatan sumberdaya alam
yang tersedia yaitu, perkebunan, mencari kayu, nelayan, petani tradisional
(subsisten), dan nelayan (Tulus TH. Tambunan, 2001)

Kesenjangan ini akan diperburuk karena adanya kesenjangan dalam
pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi
pedesaan) dan nonpetanian (basis ekonomi perkotaan). Kesenjangan ini
akan berakibat pada tingkat kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat.
Jika masalah ini tidak ditangani secara serius, maka kesenjangan antar kota
dan pedesaan akan semakin parah, sehingga daerah-daerah tertinggal akan
semakin banyak ditemui. Kesenjangan ini cukup berbahaya karena
menyimpan potensi konflik kerusuhan dan kecemburuan sosial.

Adanya daerah-daerah tertinggal ini tidak hanya membawa kemiskinan
bagi masyarakat, tetapi dalam jangka panjang akan menyebabkan daerah
tertinggal akan semakin tertinggal sementara yang maju akan tetap semakin
maju dengan percepatan yang semakin tinggi dan sulit dikejar. Penyebabnya
adalah perbedaan sumberdaya manusia (SDM), pertumbuhan awal dan hasil
pembangunan yang secara akumulatif mendorong pertumbuhan selanjutnya,
sehingga akselerasi pembangunan di kedua daerah akan tetap berbeda.
Kesenjangan ini hanya dapat diatasi melalui campur tangan pemerintah
dengan cara mengkatrol daerah tertinggal sehingga basis perekonomian
menjadi terangkat untuk memacu pertumbuhan dan bersaing dengan daerah
lain (Almasdi Syahza, 2001).
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Secara teoritis meningkatnya kesenjangan antar daerah atau antar
masyarakat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: kurangnya pendidikan
gdan keterampilan, tidak memiliki faktor produksi seperti tanah dan modal,
tdak adanya akses terhadap permodalan dan pemasaran hasil pertanian.
Kekurangan tersebut akan menyebabkan rendahnya kemampuan
perproduksi, sehingga akan berakibat rendahnya pendapatan keluarga.

Untuk mengatasi ‘kesenjangan antara daerah-daerah tertinggal dan
maju ini pemerintah melakukan berbagai usaha untuk mengkatrol daerah
tertinggal sekaligus memberdayakan keluarga miskin (petani), antara lain
dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui bantuan modal,
meningkatkan pendidikan dan keterampilan, memberikan bimbingan dan
pelatihan. Di dalam sektor pertanian, dikenal bermacam-macam jenis kredit
untuk membantu permodalan usaha petanian, perikanan, dan perkebunan.
Namun usaha vyang dilakukan tersebut belum mampu mengangkat
kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat pedesaan. Untuk itu perlu
adanya terobosan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Terobosan ini
dilakukan harus disesuaikan dengan potensi masyarakat dan ketersediaan
sumberdéya yang ada, misalnya bantuan modal dan pendampingan untuk
membantu pemasaran dan manajemen produksi. Untuk keberhasilan
program ini adalah penting bahwa program bimbingan dan pelatihan ini harus

dilakukan secara berkesinambungan untuk beberapa periode dan dievaluasi.

2.1.3 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Kriris ekonomi pada masa lalu telah menyebabkan pemerintah dan
para pengambil kebijaksanaan kembali berpikir ulang tentang arah
perekonomian yang selama ini ditempuh. Kini timbul kemauan politik yang
kuat untuk membenahi inefisiensi dan mis-alokasi sumberdaya (misallocation
of resources) yang terjadi di sektor ril yang selama ini dibiarkan saja terjadi
karena kuatnya vested interest para pemburu rente yang menguasai birokrasi
pemerintahan. Akibat dari mis-alokasi sumberdaya adalah terabaikannya
pembangunan pertanian dan industri yang berbasis sumberdaya alam serta
sumberdaya pertanian (resource based industries). Banyak industri yang

dibangun yang membutuhkan bahan baku dan komponen yang harus
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diimport atau industri-industri yang tidak banyak terkait dengan perekonomian
lokal sehingga industri ini sangat rentan terhadap gejolak mata nilai uang.
Industri-industri jenis ini pada umumnya adalah industri yang berpihak kepada
golongan ekonomi kuat.

Di Indonesia sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan
sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian
negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun
ekonomi pertanian dengan lebih baik. Lebih lanjut diungkapkan Haryono
Suyono (2007), dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan,
sektor pertanian harus menjadi sasaran utama. Sektor ini harus dijadikan
pijakan kokoh, sehingga di pedesaan dapat tercapai swasembada berbagai
produk pertanian, terutama pangan, sebelum memasuki era pengindustrian.
Lebih khusus, ketahanan pangan lokal harus tercapai lebih dahulu dan
pertanian harus mendapatkan prioritas utama.

Pengembangan sektor pertanian ke depan harus diarahkan kepada
sistem agribisnis, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai
tambah sektor pertanian, pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan
bagi pelaku-pelaku agribisnis di daerah. Menurut Bungaran Saragih (2001a),
sektor agribisnis sebagai sektor ekonomi rakyat masih memiliki prospek yang
cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi
rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan,
terutama di sektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis
untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian,
khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah
satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis

yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor

ekonomi lainnya.

2.2. Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
Hasil penelitian Almasdi Syahza (2005), pembangunan perkebunan

kelapa sawit di daerah Riau membawa perubahan besar terhadap keadaan
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masyarakat pedesaan. Di samping itu dengan berkembangnya perkebunan
kelapa sawit juga merangsang tumbuhnya industri pengolahan yang bahan
bakunya dari kelapa sawit. Pembangunan perkebunan kelapa sawit
mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam
menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan perkebunan
kelapa sawit ini telah memberikan tetesan manfaat (trickle down effect),
sehingga dapat memperluas daya penyebaran (power of dispersion) pada
masyarakat sekitarnya. Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit,
semakin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor
perkebunan dan sektor turunannya. Dampak tersebut dapat dilihat dari
peningkatan pendapatan masyarakat petani, sehingga meningkatnya daya
beli masyarakat pedesaan, baik untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan
sekunder.

Dampak terhadap masyarakat sekitar pengembangan perkebunan
kelapa sawit, tercermin dalam terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat
tempatan. Begitu juga timbulnya kesempatan berusaha, sepertii membuka
kios makanan dan minuman, jasa transportasi, industri rumah tangga, erta
jasa perbankan. Semuanya ini akhirnya menimbulkan munculnya pasar-pasar
tradisional di daerah permukiman dan pedesaan. Dengan demikian
pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Dari sisi lain
menyebabkan pola konsumsi dan pendidikan masyarakat akan meningkat
pula (Almasdi Syahza, 2007a).

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan
banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya,
diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan
lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang
menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan
perkebunan kelapa sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai

keterkaitan ke belakang (backward linkages). Pada proses kegiatan ini

diperkirakan akan muncul antara lain jasa konstruksi, jasa buruh tani, jasa
angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja
! serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut.
Sedangkan  pada kegiatan pasca panen dan proses produksi akan
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mempunyai keterkaitan ke depan (forward linkages). Proses forward linkages
yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain: angkutan,
perhotelan, koperasi, perbankan, dan perdagangan (Almasdi Syahza, 2007c).
Sebenarnya daerah Riau memiliki potensi besar untuk mengembangkan
produk turunan dari kelapa sawit (industri hilir). Industri hilir kelapa sawit ke
depan dapat menjadi satu komoditas unggulan perkebunan yang strategis
dan diprioritaskan (Riau Térkini, 2006).

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian, tujuan utama
pengembangan agribisnis kelapa sawit adalah 1) menumbuhkembangkan
usaha kelapa sawit di pedesaan yang akan memacu aktivitas ekonomi
pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dan 2) menumbuhkan industri pengolahan CPO dan produk
turunannya serta industri penunjang (pupuk, obat-obatan dan alsin) dalam
meningkatkan daya saing dan nilai tambah CPO dan produk turunannya
(Balitbang Pertanian, 2005).

Dari potensi yang ada, maka pembangunan perkebunan kelapa sawit
di daerah Riau juga akan membuka peluang pembangunan industri hulu-hilir
kelapa sawit, membuka peluang usaha, tumbuhnyé diversifikasi usaha, dan
meningkatkan sumber devisa bagi daerah Riau. Pembangunan ini juga akan
membuka peluang kerja di daerah dan akan menumbuhkan sektor ekonomi
lainnya yang pada gilirannya akan memunculkan daerah-daerah baru sebagai

pusat-pusat pertumbuhan wilayah (Almasdi Syahza, 2003b).

2.3. Kebaharuan Penelitian

Kebaharauan dari hasil penelitian ini adalah ditemukan bentuk
keberhasilan pembangunan perkebunan kelapa sawit terhadap percepatan
pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan.

Hasil temuan ini berguna bagi pelaku agribisnis kelapa sawit dan
pemerintah sebagai pengambil keputusan sehubungan dengan usaha
pengembangan perkebunan kelapa sawit. Diharapkan adanya perbaikan
yang berakibat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku agribisnis kelapa sawit
khususnya petani plasma dan swadaya (masyarakat tempatan) sehingga

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Setelah
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penelitian ini dilakukan dapat memberikan gambaran perkembangan
pembangunan perkebunan kelapa sawit dan dampaknya terhadap
perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan di daerah Riau.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka secara

skematis kerangka pemikiran tersebut disajikan pada Gambar 1.
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